BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN YANG BERSUMBER

Menimbang

Mengingat

5 L.

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dana
Cadangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Pidie Jaya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang..



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I..



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3.

10.

i

12,

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.

Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode
Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan
yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan
dalam satu tahun anggaran.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBN
dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
daerah untuk membiayai keperluan yang sangat mendesak.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima dari pihak lain sejumlah wuang atau manfaat bernilai uang
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
15. Bendahara Umum...



19,

13.

16.

17.

18.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas s=tagai BUD.

Pejabat Pengelola Keuangan Dzerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur Perangkat Daeral: pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahai T2erah.

Bendahara Pengeluaran adalall pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membdy-—.—;rkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPK.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BABIL.
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal-2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kebutuhan dana

yang tidak dapat dibebankan dalam Satu Tahun Anggaran.

(1)

(2)

Pasal 3

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Qanun tentang
pembentukan dana cadangan. '
Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan

dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali

dari:

DAK;
pinjaman daerah; dan
penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Qanun tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya menetapkan:

a.
b.

penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
program,

c. kegiatan...



kegiatan,

sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,

besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan,

sumber dana cadangan; dan

tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pasal 6

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD
selaku BUD.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang
bersangkutan mencukupi.

Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa

BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 8

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun
anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Pasal 9

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan

Dana Cadangan.

Pasal 10...



Pasal 10
Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat
sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan
Dana Cadangan.

Pasal 11

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari

laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabi’ul Akhir 1443 H
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Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabi’ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
' KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 56



